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ABSTRAK

Profesi guru merupakan elemen penting dalam sistem pendidikan nasional dan pembangunan
karakter bangsa. Namun, guru kerap menghadapi tantangan serius yang berkaitan dengan
perlindungan hukum atas tindakan yang mereka ambil dalam menjalankan tugas
profesionalnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan perlindungan hukum
terhadap profesi guru sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber utama
berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur terkait. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah ini telah memuat berbagai ketentuan yang
melindungi guru secara hukum, baik dalam konteks hubungan kerja, hak atas perlindungan
fisik dan psikis, maupun jaminan dalam melaksanakan tugas secara profesional. Namun
demikian, tantangan tetap ada dalam implementasinya, terutama terkait kurangnya sosialisasi
regulasi dan lemahnya penegakan hukum di tingkat lapangan. Oleh karena itu, peningkatan
literasi hukum guru, pelatihan perlindungan profesi, dan penguatan peran organisasi profesi
sangat diperlukan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, profesi guru, PP No. 74 Tahun 2008, pendidikan,
kriminalisasi.

Abstract

The teaching profession is a crucial element in the national education system and in the
development of national character. However, teachers often face serious challenges related to
legal protection for the actions they take in carrying out their professional duties. This article
aims to analyze the provisions on legal protection for the teaching profession as stipulated in
Government Regulation Number 74 of 2008 concerning Teachers. This research uses a
normative juridical approach with primary sources consisting of laws and regulations,
doctrines, and related literature. The results show that this Government Regulation contains
various provisions that legally protect teachers, both in the context of employment
relationships, the right to physical and psychological protection, and guarantees in carrying
out duties professionally. However, challenges remain in its implementation, particularly
related to the lack of regulatory socialization and weak law enforcement at the field level.
Therefore, improving teacher legal literacy, training in professional protection, and
strengthening the role of professional organizations are essential.
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A. PENDAHULUAN

Guru sebagai tenaga profesional
memiliki peran krusial dalam memajukan
pendidikan  nasional.  Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen menyatakan bahwa guru adalah
pendidik profesional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan,  melatih, menilai, dan
mengevaluasi  peserta  didik.  Dalam

menjalankan tugas tersebut, guru seringkali
dihadapkan pada berbagai risiko hukum
yang dapat mengancam keberlangsungan
profesinya.

Perkembangan masyarakat yang semakin
kritis dan terbuka terhadap isu-isu
pendidikan, termasuk dalam hal disiplin dan
pengelolaan kelas, menuntut guru untuk
lebih berhati-hati dalam bertindak. Tidak
jarang  tindakan  pendisiplinan  yang
dilakukan guru berdasarkan niat baik justru
diinterpretasikan sebagai kekerasan atau
pelanggaran hak anak. Dalam konteks inilah
perlindungan hukum terhadap guru menjadi
sangat penting.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2008 hadir sebagai regulasi turunan dari
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
yang secara spesifik mengatur ketentuan
mengenai profesi guru, termasuk
perlindungan hukum yang menjadi hak
mereka. Tulisan ini akan membahas secara
mendalam substansi perlindungan hukum
yang diberikan, serta mengidentifikasi
kendala-kendala yang menghambat
implementasinya di lapangan.

B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif, yaitu penelitian yang
bertitik tolak pada bahan hukum primer dan
sekunder sebagai dasar untuk mengkaji
norma-norma hukum yang berlaku. Metode
pendekatan  yang digunakan  adalah
pendekatan perundang-undangan (statute

Legal protection, teaching profession,

PP No. 74 of 2008, education,

approach) dan pendekatan
(conceptual approach).
Bahan hukum primer terdiri atas:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2008 tentang Guru,

konseptual

3. Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 16 Tahun 2007
tentang Standar Kualifikasi

Akademik dan Kompetensi Guru.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari
literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel
akademik, dan pendapat para pakar
hukum pendidikan.

Teknik pengumpulan bahan hukum
dilakukan melalui studi kepustakaan
(library research), sedangkan teknik
analisis data yang digunakan adalah
analisis  deskriptif-kualitatif,  yakni
menggambarkan peraturan dan data
sekunder yang relevan kemudian
dianalisis untuk mendapatkan
pemahaman yang utuh  mengenai
perlindungan hukum terhadap profesi
guru berdasarkan peraturan  yang
berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep Perlindungan Hukum
terhadap Profesi Guru

Dalam kerangka negara hukum, setiap
warga negara memiliki hak dan kewajiban
yang dilindungi oleh hukum. Guru, sebagai
subjek hukum sekaligus pelaksana amanat
konstitusi dalam bidang pendidikan, harus
mendapatkan posisi hukum yang kuat dan
adil. Berdasarkan Pasal 31 UUD NRI Tahun
1945, pendidikan merupakan hak dasar
rakyat Indonesia, dan guru adalah pelaku
utama dalam menjalankan tanggung jawab
tersebut.

Guru memiliki tanggung jawab tidak
hanya untuk mentransfer ilmu pengetahuan,
tetapi juga membentuk kepribadian, moral,
dan karakter bangsa. Dalam praktiknya,
tanggung jawab tersebut menempatkan guru
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pada posisi rawan: ketika tindakan
pendidikan tidak dipahami secara utuh oleh
masyarakat, maka akan muncul
kesalahpahaman vyang berujung pada

pelaporan hukum. Oleh sebab itu, profesi

guru memerlukan perlindungan hukum yang

tidak hanya formal tetapi juga substantif.

Perlindungan hukum dalam konteks
profesi guru mencakup jaminan terhadap
keselamatan fisik, psikis, hukum, dan
profesi selama guru menjalankan tugas
keprofesionalannya. Hal ini menjadi penting
mengingat guru bekerja dalam lingkungan
yang kompleks dan penuh tekanan, baik dari
peserta didik, orang tua, masyarakat, hingga
birokrasi pendidikan itu sendiri. Konsep ini
juga menegaskan bahwa dalam menjalankan
tugasnya, guru memiliki hak-hak yang
dilindungi oleh negara sebagai bagian dari
pengakuan terhadap status profesional
mereka.

Peraturan Pemerintan Nomor 74 Tahun
2008 Pasal 39 menegaskan bahwa guru
berhak memperoleh perlindungan hukum
dalam menjalankan tugas secara profesional.
Perlindungan ini tidak hanya mencakup
tindakan preventif atas potensi kriminalisasi,
tetapi juga tindakan kuratif berupa bantuan
hukum dan advokasi dari institusi terkait
jika guru menghadapi permasalahan hukum.
Perlindungan ini meliputi:

1. Perlindungan  hukum  terhadap
kriminalisasi atau tuntutan hukum
saat melaksanakan tugas secara
profesional.

2. Perlindungan profesi dari pemecatan
sewenang-wenang oleh
penyelenggara pendidikan.

3. Perlindungan atas hak-hak ekonomi,
sosial, dan kesejahteraan.

2. Implementasi Perlindungan
Hukum dalam Praktik
Perlindungan ~ hukum  terhadap

profesi guru bukanlah konsep baru.

Sejak masa Orde Baru, peran guru diatur
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dalam berbagai peraturan, meski masih
bersifat administratif. Perubahan
signifikan terjadi pasca reformasi,
khususnya setelah lahirnya:
a.  UU No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
b. UU No. 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen
c. PP No. 74 Tahun 2008 tentang
Guru
PP No. 74 Tahun 2008 menjadi
tonggak penting karena secara eksplisit
mengatur hak-hak guru, termasuk hak
atas perlindungan hukum, perlindungan

profesi, dan perlindungan terhadap
keselamatan kerja.
Dalam praktiknya, guru masih

sering mengalami kasus yang berujung
pada pelaporan pidana, terutama dalam
konteks tindakan disiplin. Kasus guru
yang dipolisikan karena menegur atau

memberi  hukuman  kepada siswa
menjadi salah satu contoh nyata
lemahnya  pemahaman  masyarakat

terhadap tugas dan wewenang guru
dalam pendidikan.

Sebagai contoh, kasus yang terjadi
di  beberapa  wilayah  Indonesia
menunjukkan adanya pelaporan oleh
orang tua siswa terhadap guru yang
memberikan sanksi pendidikan, seperti
mencubit atau menegur keras. Meskipun
tindakan tersebut dilakukan dalam
konteks pendidikan, tidak jarang guru
justru dikenakan pasal dalam Undang-
Undang Perlindungan Anak. Hal ini
menunjukkan belum sinerginya regulasi
antara  perlindungan anak  dan
perlindungan profesi guru.

Lemahnya pendampingan hukum
dari institusi pendidikan serta belum
meratanya pemahaman aparat penegak
hukum terhadap substansi PP No. 74
Tahun 2008 menjadi faktor penyumbang
tingginya kasus kriminalisasi guru.
Selain itu, posisi tawar guru yang tidak



seimbang dengan  yayasan  atau
penyelenggara  pendidikan  swasta
membuat perlindungan profesi sulit

dilakukan secara efektif.

3. Peran Organisasi Profesi dalam
Perlindungan Guru
Organisasi profesi seperti Persatuan

Guru  Republik Indonesia  (PGRI)
memiliki peran  penting  dalam
memberikan advokasi dan pembelaan
hukum  bagi anggotanya.  Dalam

beberapa kasus, PGRI turut memberikan
bantuan hukum dan melakukan mediasi
dengan pihak terkait. Namun, kapasitas
organisasi ini juga perlu ditingkatkan
melalui kolaborasi dengan lembaga
bantuan hukum, pemerintah daerah, dan
LSM.

Keberadaan organisasi profesi ini
seharusnya dapat memperkuat posisi
tawar guru dalam menghadapi masalah
hukum maupun dalam menuntut hak-
haknya. Sayangnya, tidak semua guru
terorganisasi dalam wadah profesi,
terutama guru honorer atau guru swasta

yang belum  mendapatkan  status
kepegawaian tetap.
4. Hambatan dan Tantangan

Perlindungan Hukum Guru

Tantangan utama dalam
perlindungan  hukum  profesi  guru
meliputi:

a. Minimnya literasi hukum di

kalangan guru.

b. Tidak adanya pendampingan
hukum institusional di tingkat
satuan pendidikan.

c. Ketidaksesuaian antara kebijakan
perlindungan hukum dan

prosedur internal lembaga
pendidikan.
d. Lemahnya koordinasi  antar

instansi terkait dalam menangani
aduan atau kasus hukum guru.

e. Kurangnya anggaran dari
pemerintah untuk membentuk

dan mengoperasikan lembaga
bantuan hukum khusus untuk

guru.
5. Urgensi Harmonisasi Peraturan
Salah satu hal vyang perlu
diperhatikan adalah pentingnya
harmonisasi  peraturan yang terkait

antara Undang-Undang Perlindungan

Anak dan Peraturan Pemerintah tentang

Guru. Saat ini terdapat tumpang tindih

yang bisa menyebabkan kerancuan

dalam implementasi di lapangan. Guru
sebagai pelaku pendidikan seharusnya
mendapatkan kejelasan hukum agar
tidak terjebak dalam ketakutan dalam
menjalankan tugas profesinya.
Diperlukan upaya lintas sektor
antara Kementerian Pendidikan,

Kementerian Hukum dan HAM, serta

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

(KPAI) untuk menyusun pedoman teknis

tentang batasan tindakan pendidikan

yang tidak dikategorikan sebagai
kekerasan.

6. Strategi Penguatan Perlindungan
Hukum  Guru: Rekomendasi
Kebijakan
a. Penerbitan

Pelaksana yang Mengikat
Pemerintah perlu segera
menyusun Peraturan Menteri atau
Peraturan Presiden yang
menjabarkan perlindungan
hukum terhadap guru secara
operasional.

b. Pembentukan Lembaga
Perlindungan Guru Nasional
Lembaga ini akan berfungsi
sebagai ombudsman khusus guru,
yang menangani  pengaduan,
advokasi hukum, dan mediasi
konflik antara guru dan
masyarakat.

c. Penguatan Peran Dinas
Pendidikan dan PGRI
Dinas Pendidikan harus memiliki

Peraturan
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unit  hukum  vyang  dapat
memberikan pendampingan
hukum bagi guru. PGRI perlu
aktif ~ memperjuangkan  hak
anggotanya  melalui litigasi
strategis dan edukasi hukum.

d. Literasi Hukum Bagi Guru dan
Masyarakat
Program pelatihan hukum dasar

bagi guru serta penyuluhan
hukum kepada masyarakat perlu
menjadi bagian dari program
nasional Kementerian
Pendidikan.

e. Evaluasi Kurikulum
Pendidikan Kewarganegaraan
(PPKn)

Kurikulum perlu dimodifikasi
untuk menanamkan penghargaan
terhadap profesi guru dan peran

pendidik  dalam  kehidupan
berbangsa.

D. KESIMPULAN
Profesi guru merupakan profesi

strategis yang memiliki peran sentral dalam
mewujudkan tujuan pendidikan nasional
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar 1945. Untuk itu, guru harus
mendapatkan perlindungan hukum yang
layak dalam  menjalankan tugasnya.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru telah mengatur secara eksplisit
mengenai  bentuk-bentuk  perlindungan
hukum terhadap guru, baik dalam aspek
fisik, psikis, hukum, maupun profesi.

Namun, dalam implementasinya,
perlindungan hukum terhadap guru masih
menghadapi banyak kendala. Guru masih
kerap menjadi  korban  kriminalisasi,
kekerasan, dan intimidasi, terutama ketika
melaksanakan tugas mendidik dengan
pendekatan disiplin. Hal ini disebabkan oleh
lemahnya pemahaman masyarakat terhadap
fungsi guru, belum adanya mekanisme
pendampingan hukum yang sistematis, serta
kurang optimalnya peran pemerintah daerah
dan organisasi profesi dalam memberikan
perlindungan yang nyata.
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PP No. 74 Tahun 2008 baru
memberikan jaminan perlindungan dalam
tataran  normatif, belum  sepenuhnya

menyentuh aspek operasional dan aplikatif.
Diperlukan regulasi turunan dan
pembentukan kelembagaan khusus yang
dapat menjamin perlindungan hukum guru
secara komprehensif dan berkelanjutan.
Tanpa langkah konkret tersebut,
perlindungan hukum terhadap guru akan
tetap menjadi wacana normatif yang lemah
daya laksananya.

Dengan  demikian,  perlindungan
hukum terhadap profesi guru bukan hanya
menjadi kewajiban formal negara, tetapi
juga merupakan bentuk penghargaan dan
pengakuan terhadap jasa guru dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara,
masyarakat, dan  semua  pemangku
kepentingan pendidikan harus bersinergi
dalam menjamin keamanan, martabat, dan
profesionalitas guru secara utuh.
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